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INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANTUL


Nomor  : 11 / B/Inst/Bt/1998

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPOR KEPADA BUPATI DAERAH BAGI

PEJABAT/PEGAWAI PEMERINTAH WILAYAH/DAERAH/KEPALA DESA DALAM

JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

BANTUL DALAM HAL TERJADI PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, 

PENANGKAPAN/PENAHANAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang 
: 
a.
bahwa demi kelancaran dan ketertiban dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemanggilan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terhadap pejabat/pegawai pemerintah wilayah/daerah/kepala desa oleh kepolisian dan atau kejaksaan dalam hal terjadi suatu perkara pidana, maka yang bersangkutan harus melapor Bupati Kepala Daerah;



b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Kewajiban Melapor Kepada Bupati Kepala Daerah bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Wilayah/Daerah/Kepala Desa dalam Jajaran Departemen Dalam Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Dalam Hal Terjadi Pemanggilan, Pemeriksaan, Penangkapan/Penahanan oleh Kepolisian dan Kejaksaan; 

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 



2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Indonesia;



4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;



5.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;



6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;



9.
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;



10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan and Materiil Daerah;



11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;



12.
Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 / INS-007/ JA/3/1989;



13.
Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Bantul Nomor 361/B/Kep/Bt/1998 tentang Pendelegasian Wewenang Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Kepada Pelaksana Tugas Harian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

PERTAMA :

Kepada 
:
1.
Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.



2.
Kepala Dinas/Instansi di Jajaran Departemen Dalam Negeri se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.



3.
Camat Kepala Wilayah se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.



4.
Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. 

Untuk 
:
Melapor kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul secara lisan segera setelah terjadi pemanggilan dan diikuti dengan laporan tertulis paling lama (3) hari setelah tanggal pemanggilan dalam hal terjadi pemanggilan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan terhadap saudara-saudara oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan. 

KEDUA 
:
Instruksi in untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

KETIGA 
:
Dengan dikeluarkan Instruksi ini maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06/B/Instr/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT 
:
Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di  
: 
Bantul

Pada tanggal 
: 
5 Oktober 1998
PELAKSANA TUGAS HARIAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 

BANTUL

Ir. KISMO SUKIRDO

Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth : 

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kab. Dati II Bantul;

4. Pembantu Bupati Bantul se-Kab. Dati II Bantul;

5. Ketua Bappeda Kab. Dati II Bantul;

6. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bantul;

7. Kepala Dinas/Instansi se-Kab. Dati II Bantul;

8. Camat se-Kab. Dati II Bantul;

9. Kepala Desa se-Kab. Dati II Bantul.

